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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hak untuk melangsungkan perkawinan adalah hak yang dimiliki oleh 

setiap manusia dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, namun dalam 

melangsungkan perkawinan selalu dihadapi konflik atau masalah rumah 

tangga dimana tidak semua permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan 

dengan damai, sehingga tidak jarang pasangan suami isteri yang tidak dapat 

menyelesaikan perselisihan tersebut berakhir perceraian.  

Pengajuan gugatan harta bersama biasanya diikutsertakan dalam 

gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada pula pengajuan gugatan 

harta bersama yang dilakukan setelah putusnya perkara perceraian. Setelah 

terjadinya perceraian dalam pembagian harta bersama sering terjadi konflik 

mengenai pembagian harta bersama. Harta yang selama ini dimiliki, secara 

tidak langsung akan menjadi harta bersama sejak terjadinya perkawinan 

selama tidak dilakukanya perjanjian mengenai pemisahan harta. Harta bawaan 

masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam).  

Dalam suatu perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin 

adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan 
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adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus 

ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang 

merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang 

bahagia dan kekal.1
 

Maksud dan tujuan dari dilakukannya perkawinan itu sendiri adalah 

untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan 

bahwa perkawinan itu hendaklah dapat berlangsung sekali selama seumur 

hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Karena pada prinsipnya untuk 

pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-

lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam 

Pancasila.2
 

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah 

persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. 

Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka 

harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, 

terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan 

harta bersama.3
 

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan berlangsung disini haruslah ditafsirkan sebagai 

                                                           
1 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: 

PT Bina Aksara, hal 4. 
2 Ibid., 
3 J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 38. 
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hasil bentuk kerjasama antara suami dan istri. Kata kerjasama harus diartikan 

secara luas, ada 2 (dua) kemungkinan bentuk kerjasama antara suami dan istri. 

Pertama, antara suami dan istri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah, 

sehingga terjadinya percampuran harta antara penghasilan dari suami dan 

penghasilan dari isteri. Kedua, hanya suami yang bekerja untuk mencari 

nafkah. Hal ini tetap dipandang sebagai bentuk kerjasama, walaupun secara 

fisik tidak terlihat kerjasama disana. Namun seorang suami dalam bekerja 

tentu atas semangat, dukungan dan persiapan yang telah dilakukan oleh 

isterinya yang bertindak sebagai ibu rumah tangga.4 

Masalah harta bersama dalam perkawinan ini tidak dipikirkan oleh 

pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa 

menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka 

bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru 

berpikir tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya 

perceraian. 

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda dalam 

perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama 

selama masa perkawinan masih berlangsung. Yang tidak termasuk dalam 

kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum 

masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya 

harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa 

                                                           
4 Harta Bersama Dalam Perkawinan, diakses dari www.legal-community.blogspot, diakses pada 

tanggal 19 agustus 2018, pukul 16.01 WIB. 

http://www.legal-community.blogspot/
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perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan 

sedekah). 

Masalah harta bersama ini sering menjadi isu hangat di masyarakat 

kita, yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan 

perceraian di antara sejumlah artis yang sampai pada perselisihan tentang 

pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kasus-kasus perceraian 

mengenai pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat sering di 

blow up oleh media massa. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru 

semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang 

terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya 

sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dipusingkan 

dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim 

bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar 

dibandingkan pasangannya. 

Membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sangat penting 

dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, 

penggunaan dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan 

pasangan suami istri itu “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. 

Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan 

pembagian harta bersama. Bahkan, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, 

masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit 

perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru menjadi runyam. Mereka 

selalu berdebat dan mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya. 
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Penyelesaian masalah pembagian harta bersama jarang sekali 

diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri 

yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal 

perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan 

suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka 

yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Masalahnya, wacana tentang 

perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan oleh masyarakat 

umum, apalagi dipraktikan. Artinya, dalam pandangan masyarakat, ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian perkawinan dianggap sama saja untuk bercerai 

sekalian. Anggapan ini tentu salah kaprah. 

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk 

memasuki bahtera rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa 

pemisahan antara harta suami dan harta istri. Isi perjanjian perkawinan bisa 

berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga 

yang harmonis dan sejahtera. Sebagai contoh, pasangan suami istri dapat 

saling berjanji bahwa jika sudah menikah, suami tidak boleh berpoligami dan 

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Atau istri 

diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya meskipun sudah berumah 

tangga. 

Harta bersama dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan sering 

luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap 

perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika 

membicarakan masalah harta benda. Namun, faktanya perbincangan isu-isu itu 
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sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga. 

Ketentuan tentang harta bersama juga diatur dalam hukum Islam. 

Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta 

kekayaan suami istri (dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang 

tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama 

halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua 

macam harta itu harus terpisah dari harta bersama itu sendiri. Dalam 

perspektif hukum Islam, harta bersama bisa ditelusuri melalui pendekatan 

qiyas dan ijtihad, yang biasanya disebut dengan konsep syirkah (kerjasama). 

Pembahasan hukum harta bersama, baik menurut hukum positif dan hukum 

Islam.5 Penyelesaian masalah pembagian harta bersama jarang sekali 

diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri 

yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, 

perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan 

suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka 

yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. 

Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung 

dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta 

benda/harta bersama yang ada didalamnya juga tidak akan ada masalah, 

karena mereka menganggap harta benda/harta bersama mereka masih menjadi 

                                                           
5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari 

kedua belah pihak.6  

Setiap pasangan suami-istri pasti sangat mendambakan sebuah 

keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga diperlukan suatu usaha dan 

perjuangan agar dapat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. 

Karena di dalam menjalin kehidupan berumah tangga tidak akan terlepas dari 

berbagai permasalah-permasalahan. Permasalahan yang kecilpun terkadang 

dapat berubah menjadi masalah yang besar apabila tidak segera untuk 

diselesaikan bersama.7
 

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping 

masalah hak dan kewajiban sebagai suami-istri, maka masalah mengenai harta 

benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya 

berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena 

harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika 

terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa 

menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah 

tangganya.8
 

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan 

perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah 

tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Bahkan terkadang karena 

                                                           
6 Susanti Amu, 2012, Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di 

Pengadilan Agama Kota Gorontalo (Skripsi Tidak Diterbitkan), Gorontalo: Universitas Negeri 

Gorontalo, hal 1. 
7 Dewi Tri Pujiastuti, 2004, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari 

Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten(Tesis tidak diterbitkan), Semarang: 

Universitas Diponegoro, hal 2. 
8 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op.Cit., hal 166. 
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terlalu buruknya keadaan, sehingga sering terjadinya perselisihan/percekcokan 

diantara suami-isteri yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya 

mengalami kegoncangan, serta dirasakan sudah tidak dapat diperbaiki dan 

dilanjutkan lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok 

setiap pasangan suami-istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan 

perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.9
 

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-

isteri dengan adanya putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak yang 

didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan.10 

Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila 

terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka 

penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama” 

Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan.11 

Efek lanjutan yang timbul dari sebuah perceraian selain penetapan 

tentang status hak asuh anak, nafkah, juga tentang pembagian harta bersama, 

yang tidak jarang ini juga menimbulkan konflik baru antara suami dan istri 

pasca perceraian. Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami 

hak dan kewajiban masing-masing terutama menyangkut harta perkawinan.  

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan 

suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri 

                                                           
9 H. M. Djamil Latif, Op.Cit., hal 29. 
10 Ibid., hal 93. 
11 Etty Rochaeti, (2013), Jurnal Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam 

Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif , Bandung: STHB, Hal 8 
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akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama 

perkawinan berlangsung, baik suami dan istri saling menganggap atau 

mendalilkan sama-sama memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam 

perkawinan. Hal tersebut disebabkan kebanyakan suami-isteri dalam 

keluargatidak ada yang mencatatkan tentang harta kekayaan yang dimiliki 

oleh suami dan isteri, sehingga seringkali terjadi percampuran antara harta 

bawaan dengan harta bersama selama perkawinan berlangsung. Keadaan 

tersebut menyebabkan sulit diketahui dan dirinci secara detail harta mana yang 

milik suami dan harta mana yang milik istri. 

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta 

bersama sehingga mengakibatkan banyak terjadi perselisihan antara suami 

istri yang memperebutkan pembagian harta bersama. Bahwa sengketa 

pembagian harta bersama haruslah diselesaikan melalui Pengadilan, bagi  

yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di 

Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang non-Islam penyelesaian sengketa 

pembagian harta bersama gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri. Dalam 

mengajukan gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut 

pengajuannya bisa saja diajukan beserta/bersamaan dengan gugatan 

perceraiannya, dan bisa juga diajukan secara terpisah/tersendiri setelah adanya 

putusan cerai dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal  37 telah 

disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda 
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diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan 

hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang 

berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan 

secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri 

terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan 

ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak 

suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan 

diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama 

tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat 

mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.12 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis hendak 

melengkapi dan meneliti secara mendalam yang diharapkan dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Kedudukan Harta Bawaan Dan Harta Bersama 

Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Pati” (Studi Putusan No. 

1972/Pdt.G/2016/PA.Pt ). 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan 

yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pembagian harta bawaan dan harta bersama  setelah 

perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam perkara 

No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt? 

                                                           
12 Hilman Hadikusuma, Ibid., hal 189. 
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2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam menyelesaikan perselisihan 

pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di 

Pengadilan Agama Pati dalam perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt ? 

3. Apa akibat hukum terhadap pembagian harta bawaan dan harta bersama 

setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam perkara 

No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk menunjang tugas akhir yang 

merupakan syarat kelulusan mahasiswa program S1 Ilmu Hukum adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembagian harta bawaan 

dan harta bersama  setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam 

perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi 

dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bawaan dan harta 

bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam perkara 

No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt . 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap 

pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di 

Pengadilan Agama Pati dalam perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt.  
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi  pribadi 

penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, 

khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di 

Pengadilan Agama Pati dalam perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. 

2. Kegunaan Praktis 

1. Kegunaan Bagi Pribadi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis 

lebih memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pembagian harta bawaan dengan harta bersama setelah 

perceraian. 

2. Kegunaan Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan 

khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang 

bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para keluarga, 

khususnya bagi yang sedang menghadapi masalah yang timbul akibat 
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dari perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan 

baik, serta dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian 

harta bawaan dengan harta bersama setelah perceraian. 

E. Terminologi 

1. Harta Bersama 

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang berhasil 

dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua 

suami istri Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama 

diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam  yang berlaku dalam lingkungan 

Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah “harta 

kekayaan dalam perkawinan atau syirkah”. Definisinya (dalam 

pasal 1 ayat f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 

bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.13 

2. Perkawinan 

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 

Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

yang Maha Esa.14 Perkawinan menurut hukum islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan 

                                                           
13 UU No. 1tahun 1974 Pasal 1 ayat f 
14 UU No. 1 tahun 1974 
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untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan 

ibadah Pasal 2  KHI. 

3. Perceraian 

Perceraian menururt Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 dan Pasal 38 KHI adalah berakhirnya perkawinan yang telah 

dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa 

hal seperti kematian, perceraian  dan atas keputusan keadilan. 

4. Harta Bawaan 

Harta Bawaan dalam Pasal 87 Ayat (1) KHI artinya harta 

bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-

isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang 

didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan.15 Perceraian itu dianggap sah apabila telah ada putusan 

pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim. Perceraian merupakan peristiwa 

hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan akibat-akibat hukum pula. 

Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh 

pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama 

                                                           
15 H. M. Djamil Latif,Op.Cit, hal 93. 
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(gono-gini). Tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini) pasti dilakukan 

oleh bekas suami atau isteri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian 

harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung. 

Pengertian harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 ayat f KHI, 

yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama”. Dari penjelasan pasal tersebut, artinya bahwa yang 

disebut dengan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami isteri 

sepanjang/selama perkawinan saja, harta benda yang diperoleh sebelum 

terjadinya perkawinan tidak termasuk harta bersama. 

Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa 

pada dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama 

rata, yaitu (setengah) bagian untuk suami dan ½ (setengah) bagian untuk 

isteri. Walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, 

namun isteri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya. Dengan demikian istri mempunyai hak yang sama atas harta 

bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi 

perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, isteri 

maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-

masing setengah bagian). 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap 

pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah terjadi perceraian di 

Pengadilan Agama Pati dalam perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. 
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. Dengan menganalisis putusan tersebut, pertama penulis bisa 

mengetahui mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh 

hakim dalam memeriksa perkara apakah sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, serta putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim 

tersebut apakah sudah memenuhi unsur keadilan bagi kedua belah pihak. 

Kedua penulis dapat mengetahui akibat hukum setelah dilakukannya 

pembagian harta bersama tersebut. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya.16 

Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya 

penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Adapun 

metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode yuridis normatif, karena dalam penelitian ini 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum 

                                                           
16 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS, hal 1. 
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dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.17 

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang 

(statue approach) dengan cara menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti.18  

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data 

dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian 

ini adalah terjun kelokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan 

pelaksanaan dalam pembagian harta bawaan dengan harta bersama setelah 

terjadi percerian di masyarakat kemudian oleh penulis diteliti dan dianalisa 

dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama Pati. 

2. Spesifiksi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif yang bersifat deskriptif. Penelititan deskriptif, pada umumnya 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat 

terhadap suatu objek tertentu.19 Yang dalam penelitian ini, penulis akan 

mendeskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembagian harta bersama akibat dari perceraian. 

3. Lokasi Penelitian 

                                                           
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hal 118. 
18 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hal 

93. 
19 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hal 35 
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Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan 

Agama Pati. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Pati sebagai 

tempat penelitian penulisan hukum karena dianggap mempunyai data yang 

sesuai dengan objek yang diteliti. 

4. Sumber Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni 

pendekatan yuridis normatif, maka data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang sudah jadi atau terolah berasal dari buku-buku kepustakaan. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data. Cara memperoleh data langsung didapatkan dari 

penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu hakim yang ada di 

Pengadilan Agama Pati yang menangani perkara sesuai dengan judul 

penulisan yang saya teliti. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan 

landasan teori. Dalam penelitian ini data sekunder dikelompokkan 

menjadi 3 bahan hukum yaitu : 
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1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memikat, yaitu : 

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

b) KHI (Kompilasi Hukum Islam) / Instruksi Presiden RI 

Nomor 1 Tahun 1991 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang 

dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil 

karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang ada di dalam 

catatan kaki. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang 

untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, diperoleh melalui makalah 

jurnal ilmiah, tesis, bahan hukum sekunder, kamus besar bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum, surat kabar, serta internet yang 

berkaitan dengan objek penelitian dan ensiklopedia. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode dimana interviewer 

(Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk 

melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang 

akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-
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saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.20 Dalam 

hal ini Peneliti bertindak sebagai interviewer dan yang menjadi 

responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama Pati. 

b. Studi Pustaka 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian studi pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan 

menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, 

seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dimengerti dan dienterprestasikan. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode analisis kualitatif, peneliti memperoleh 

informasi dari pihak terkait yaitu Pengadilan Agama Pati yang sesuai 

objek yang diteliti yang menjadi pokok permasalahan. Dari bahan dan data 

yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, sehingga 

dapat diketahui tentang penerapan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pembagian harta bersama saat terjadi percerian 

H. Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi 

ini, maka penulis menyusun kedalam 4 (empat) bab yang isinya 

mencerminkan susunan materi yang perinciannya sebagai berikut: 

                                                           
20 Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal 127. 
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BAB I Pendahuluan 

  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Pada bab kedua ini terdiri dari beberapa bagian yaitu tinjauan 

tentang perkawinan, harta bawaan, harta bersama dan perceraian. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang 

menguraikan tentang bagaimana prosedur pembagian harta bawaan 

dan harta bersama setelah perceraian perceraian di Pengadilan 

Agama Pati dalam perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt, apa 

hambatan-hambatan dan solusi dalam menyelesaikan perselisihan 

pembagian harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian di 

Pengadilan Agama Pati dalam perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt, 

apa akibat hukum terhadap pembagian harta bawaan dan harta 

bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam 

perkara No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. 

BAB IV Penutup 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan 

dan saran. 

 

 


